
 
 

57 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Andrayani, R. (2014). Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung pada Dinas 
Bina Marga Provinsi Lampung. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Lampung. 

Asmara, C.G. (6 November 2021). Jokowi Sentil Pejabat yang Masih Tender 
Proyek di Ujung Tahun. CNBC Indonesia. 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191106125444-4-113100/jokowi-
sentil-pejabat-yang-masih-tender-proyek-di-ujung-tahun diakses pada 23 
Desember 2023 

 
Creswell, J. W. (2010). Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 

Mixed (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. (November 2023). Petunjuk Teknis 
Akuntansi Transaksi dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas 
Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 
(Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran). Jakarta: Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022. tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023. tentang Langkah-Langkah 
dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.  

Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (Oktober 2022). Pedoman Penerimaan dan 
Pengeluaran Negara pada Akhir TA 2022: Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022. Jakarta: Direktorat Pengelolaan 
Kas Negara. 

Direktorat Sistem dan Informasi Teknologi Perbendaharaan. (2021). Petunjuk 
Teknis Aplikasi SAKTI: Perekaman SPM LS Banyak Penerima Non BAST. 
Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Direktorat Sistem Manajemen Investasi. (u.d.). Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN). Direktorat Sistem Manajemen Investasi. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/en/profil/visi-misi/93-
profil/165-sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara-span.html diakses 
pada tanggal 2 Januari 2024  

Direktorat Sistem Perbendaharaan. (Oktober 2023). PMK Nomor 109 Tahun 2023 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum 



 
 

58 
 

Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Jakarta: Direktorat Sistem 
Perbendaharaan. 

Effendi, N., Suharto, & Mazni, A. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Pemerintah 
Elektronik dan Penggunaan Aplikasi SAKTI terhadap Kepuasan Satuan 
Kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Simplex: Journal of 
Economic Management, 4(1), 28-40. 
doi:https://doi.org/10.24127/simplex.v4i1.3766 

Helmiwan, T., Yalisman, F., Utama, R., Prihartini, N. S., & Wicaksono, P. A. 
(2022). Penumpukan Belanja di Akhir Tahun Berdasarkan Perspektif 
Karakteristik Belanja. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 3(1), 57-70. 
doi:https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.425 

Herriyanto, H. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan 
Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga 
di Wilayah Jakarta. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  

Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (16 Agustus 2021). 
Enam Fokus Utama untuk RAPBN Tahun 2022. Kementerian Sekretariat 
Negara Republik Indonesia. 
https://www.setneg.go.id/baca/index/enam_fokus_utama_untuk_rapbn_tah
un_2022 diakses pada tanggal 23 Desember 2023 

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (18 Januari 2016). Dorong Kontrak 
Sejak Januari, Presiden Jokowi: Agar Uang Bisa Segera Beredar di 
Masyarakat. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 
https://setkab.go.id/dorong-kontrak-sejak-januari-presiden-jokowi-agar-
uang-bisa-segera-beredar-di-masyarakat/ diakses pada tanggal 23 
Desember 2023 

Irianto, K.B. (23 Desember 2021). Mengapa Belanja Pemerintah Selalu Meningkat 
di Akhir Tahun?. CNBC Indonesia. 
https://www.cnbcindonesia.com/opini/20211223183110-14-
301570/mengapa-belanja-pemerintah-selalu-meningkat-di-akhir-tahun 
diakses pada tanggal 6 Agustus 2023 

Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara untuk Perlindungan 
Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid 19. Administrative Law & 
Governance Journal, 3(4), 595-616. 
doi:https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.595%20%20%20-%20516  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi. (25 Maret 2021). Modul-
Modul dalam SAKTI. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/sakti/mengenal-
sakti/modul-modul-sakti-web.html diakses pada tanggal 2 Januari 2024 



 
 

59 
 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. (u.d.). Sejarah KPPN Poso. 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/poso/id/profil/sejarah diakses pada 
tanggal 4 Januari 2024 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. (u.d.). Struktur Organisasi. Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/poso/id/profil/struktur-organisasi.html 
diakses pada tanggal 4 Januari 2024 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. (u.d.). Tugas dan Fungsi. Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/poso/id/profil/nilai-nilai-kemenkeu-
ri/114-
profil.html#:~:text=Tugas%20dan%20Fungsi&text=Penyaluran%20pembi
ayaan%20atas%20beban%20APBN,Pengiriman%20dan%20penerimaan%
20kiriman%20uang diakses pada tanggal 4 Januari 2024 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. (u.d.). Visi dan Misi. Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/poso/id/profil/visi-misi.html diakses 
pada tanggal 4 Januari 2024 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong. (7 Oktober 2022). Tanggal 
Penting Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2022. Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Selong. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-
publikasi/pengumuman/2961-tanggal-penting-akhir-tahun-anggaran-llat-
2022.html diakses pada tanggal 16 Desember 2023 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar. (6 Agustus 2020). Alur 
Pencairan Dana. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa 
Besar. 
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/layanan/layanan-new-
normal/layanan-pd.html diakses pada tanggal 15 Desember 2023 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 262/PMK.01/2016. tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 186/PMK.05/2017. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 102/PMK.02/2018. tentang Klasifikasi Anggaran. 



 
 

60 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 62 Tahun 2023. tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 109 Tahun 2023. tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas 
Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. 

Kenamon, M., & Sara, D. E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan 
Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran di KPPN 
Baturaja. JETAP, 1(2). 

Lienert, I. (2009). Modernizing Cash Management . Washington DC: International 
Monetary Fund. 

Luru, P. (2011). Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana dan Tingkat Realisasi 
Anggaran pada KPPN Poso. Jurnal Ilmiah Ekomen, 11(1), 1-12. 

Marini. (2014). Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran terhadap Penyerapan 
Anggaran pada Satker-Satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang. 
Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 

Mulyani, H. T. (2021). Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran pada Akhir 
Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indonesian 
Journal of Accounting and Business, 3(1), 44-54. 
doi:https://doi.org/10.33019/ijab.v3i1.32 

Mulyanto, & Mulyaningsih. (2019). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme 
Pengeluaran Negara terhadap Manajemen Anggaran Satuan Kerja 
Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Efektivitas Penyerapan 
Anggaran di Wilayah Kerja KPPN Garut. Jurnal Publik, 13(1), 22-30. 
doi:https://doi.org/10.52434/jp.v13i1.11 

Muthohar, A. (2012). Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Efektivitas 
Perencanaan Kas pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam 
Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta II. Depok: Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia. 

Novita, H. (2020). Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai 
dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di 
Kewilayahan Polda Jatim. Jurnal Mitra Manajemen, 4(10), 1459-1471. 
doi:https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i10.470 

Nugroho, Y. P., Basuki, & Fanani, Z. (2017). Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN) dalam Proses Pencairan Dana APBN pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Jurnal Media Riset Akuntansi, 



 
 

61 
 

Auditing & Informasi, 17(1), 67-80. 
doi:http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1975 

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2018. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 
tentang Keuangan Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. 
tentang Perbendaharaan Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. 

Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan 
Keunggulannya. Jakarta: Grasindo. 

Rukiyati, S., & Masdjojo, G. N. (2019). Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja 
Bidang Keuangan Polda Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2016-2018. 
National Conference on Applied Business, 443-451. 

Sigit, T. A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Akurasi Rencana 
Penarikan Dana (RPD) Harian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. 
Indonesia Treasury Review, 145-161. 
doi:https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.121 

Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Jurnal 
Rechtsvinding, 5(2), 261-274. 
doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.144 

Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor 
Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun (Studi Kasus pada 
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Manado). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 8(1), 129-138. 
doi:https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332 

Sukmono, R. (2022). Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran yang 
Dikelola terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Jurnal Pajak dan 
Keuangan Negara, 4(1), 122-131. 
doi:https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1724 

Tarigan, V., Sriwiyanti, E., & Tumanggor, B. (2022). Penerapan SPAN pada 
Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 



 
 

62 
 

Pematangsiantar. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6(2), 1716-1721. 
doi:https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.792 

Timur, T. J. (2021). Refocusing dan Realokasi APBD dalam Upaya Penanganan 
Pandemi Covid-19 di Daerah. Kupang: Subbagian Hukum BPK Perwakilan 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Trifena, V., Nursetyo, K. I., & Utomo, E. (2021). Pengembangan Buku Panduan 
Sistem Aplikasi Satker (SAS) Untuk Pembuatan Surat Perintah Membayar 
(SPM) Pada Satker Deputi III BPOM RI. Jurnal Pembelajaran Inovatif, 
4(2), 54-63. doi:https://doi.org/10.21009/JPI.042.07 

Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 
Gabungan. Jakarta: Kencana. 

Yusuf, S. D., & Muthi’ah, S. (2023). Problematika Penumpukan Realisasi 
Anggaran di Akhir Tahun: (Studi Kasus di IAIN Sultan Amai Gorontalo). 
Al-Buhuts e-Journal, 19(1), 514-523. 
doi:https://doi.org/10.30603/ab.v19i1.3345 

Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana 
APBN pada Akhir Tahun Anggaran. Indonesian Treasury Review, 1(1), 67-
83. doi:https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56 

 

 
 

  


